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1 Pendabutuan :
Kewajiban negara penandatangan untuk menyebarluaskan liukum Humaniter
telah ditegaskan dalam ke empat Konvensi Jenewa 1949 , disamping itu juga dalam
Konterensi Intcrnasional tersebut yang diselenggarakan tiap empat tahun sekali Wakil-
wakil dari setiap Negara Pendatangan Konvensi Jenewa 1949 secara bersarna-sama
untuk menyebariuaskan Konvensi Jenewa merupakan suatu kewajiban bagi setiap negara
peserta Konvensi Jenewa 1949.
Pada Konterensi Internasional. untuk perlindungan korban perang yang
mewajjibakan bagi setiap negara termasuk Indonesia untuk : 1
1.. menyebarluaskan Konvensi Jene\w 1.949
2. mengajarkan Hukum Humaniter Tntemasional
mempersiapkan ratifikasi Protokoi lambahan i dan 1I-1977, Konvensi tentang3.
Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvenslonal tertentu, 1980.
I Claudia ,A.zzolini, Pel~k£~~naan Huk-Jm Humanit~ mt~r!'~£.i~p:?!, r;I~~!am Cour£.~ !\.1at~riaJ~. on !nt~m~tion~l
HI)m~nit"ri"n r .~w, P11~t StJ)cli HI)kllm Hllm~niter-ICRC. 1991'i h~1 4

~as Konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, daD terutama oleh angkatan
perang , oleh anggota dinas kesehatan daD pendeta."t. 
Berdasarkan pacta ketentuan yang bersamaan di atas, atau common article, maka
papat diketahui bahwa penyebarluasan Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol
trambahan 1 dan 11 ilidasarkan pacta penyebarJuasan prinsip-prinsip fundamental dari
perlakunya ketenu!w teresebut. Adapun prinsip-prinsip tersebu adaIah sebagai berikut :
:
~ Prinsip-Prinsip datam Hukum Perang atau Hukum Humaniter lnternasional
Berlakunya hukum perang ataupun hukum human iter internasional, tidak hanya
tiidasarkan pada hukum tertulis saja, melainkan juga pada ketentuan-ketentuan yang tidak
tertttlis. Menurut Jean Picter dalam hukum kebiasaan perang terdapat tiga asas yang
diakui berlaku secara universal yaitu :
(a) Prinsip Kepentingan MiJiter ( Military Necessity Principles), artinya;
(b) Prinsip Kemanusiaan ( Humanity Principles) artinya :
Setiap pihak yang bersengketa hams mencegah dilakukannya tindakan-
tindakan yang menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak periu dalam
peperangan itu sendiri.
(c) Prinsip Kesatriaan (L'hivalr,v Principles) artinya :
Seriap pihak yang bersengketa secara timbal balik harus menjamin tidak
dilakukannya perbuatan-perbuatan curang atau tidak satria dalam peperangan/
sengketa bersenjata.
f Ketiga prinsip hukum kebiasaan perang ini iebih 1anjut dijabarkan dalam
ketentuan-ketentuan Konvensi Den Haag 1907 daD Konvensi Jenewa 1949 beserta dua
1 Jean Pictet, Deve!opmnet and Principl~s of !ntemattonal Humanitarian L~'.'!, M~rtinus NijhofPub!ish~s
f-T~nry n'ln~nt rn~tihlt~ Ic)R'\ h~11.4
Protokol Tambahan daD 11-1977. Sehubungan dengan fakta tersebut, maka Michael
Veuthey, menyatakan bahwa ..Hukum human iter dalarn arti luas dapat disamakan
dengan HAM, sedangkan dalam arti sempit dapat disamakan dengan perlindungan HAM
pacta masa sengketa bersen.iata.3
Selanjutnya menurut Anita Klumm dan Jean Pictet merumuskan prinsip-
prinsip pembatasan dalam Konvensi Den Haag 1907 ( Hukum Den Haag) yaitu :4
(a) Principles Qf the ratione personae re.vtriction (pembatasan terhadap orang
yang boieh dijadikan sasaran serangan), aI1inya:
Setiap pihak-pihak yang berperang akan menempatkan non kombatan di 1uar
wilayah peI1emuran dan menghindari diri untuk melakukan serangan pada
penduduk sipil,
(b) Principles of the ratione loci restriction (f'embatasan terbadap obyek
serangan) artinya :
Setiap serangan hanya dianggap sah apabila ditujukan pada obyek-obyek
mjljter.
(c) Principies oj-the rationae conditions restriction (pembatasan cara dan
sarana berperang) artinya :
Senjata dan cara-cara berperang yang menimbulkan penderitaan yang tidak
perlu dalam perang harns dilarang
Selanjutnya menurut Jean Pictet prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa 1949
(hukum _ienewa) adalah berupa
1. Principle oflnviolability ( prinsip tidak dapat diganggu gugat). artinya :
Setiap orang atau individu berhak untuk dihonnati jiwanya, integritasnya baik phisik
maupun moral dan atribut-atribut yang tidak dapat dlplsahkan dari personalltasnya.
Penerapannya hak untuk membunuh dan dibunuh dalarn perang hanya diperbolekan
terhadap mereka yang berstatus kombatan.
--
3 ~": d k" I IAI;..u. .11.. I"T-,
4 !.ihat YJ!si!! T2.t;yrif, BUkL! Peg2ngJ!n MJ!h.alJ!s\,,/a, K!.!!!.ah H!.!kum Humanifer !nfem.a.t;!OngJ, !9g_~ h.a!m
72
5 Jean Picret Opcit halm 35-37 dan lihat pula Yasin Tasyrif. haI73-74.
2 Principle oj-non Di~'crimination (prinsip perlakuan yang sarna tanpa pernbedaan),
aI1inya :
Setiap orang harns rnernperoleh perlakuan yang sarna tanpa acta perbedaan
berdasarkan ras, wama kulit, jenis kelarnin, agarna clan perbedaan-perbedaan
lainnya. Penerapannya pembedaan hanya dapat dilakukan dalam keadaan
darurat.
3.Principle a/security ( prinsip keamanan) artinya :
Setiap orang hams memperoleh jaminan atas perlindungan keamanananya.
Penerapannya : Setiap orang hanya dapat dihukurn berdasarkan kesal.ahan
tidak boleh melakukan hukwnan kolektif, deportasi dan adanya jaminan-
jaminan dalam peradilan.
4.Principle of Neutrality (prinsip kenetralan) artinya :
Setiap bantuan kemanusiaan barns bersifat netral clan tidak memibak.
Penerapannya tidak seorangpun boleh dihukum karema memberikan bantuan
kemanusiaan pada korban-korban sengketa bersenjata.
5.Principle (if Normality (Prinsip norrnalitas) artinya :
Setiap orang yang dilindungi hams dijamin untuk dapat hidup secara normal,
seperti dalam keadaan tidak sengketa bersenjata.
Penerapannya setiap tawanan perang bukanlah kriminal, sebab tindakan pena-
wanan bersifat sementara sebagai tindakan pencegahan dan pengamanan
yang harus berakhir setelah konflik bersen.iata berakhir.
6. Principle (if Protection (prinsip perlindungan) artinya
Negara hams menjamin perlindungan baik secara nasional maupun intemasi-
onal terhadap orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya.
Penerapannya setiap Pihak Penguasa barns bertanggungjawab terhadap semua
Kondisi korban-korban sengketa bersenjata. Tawanan perang bukan di bawah
kekuasaan Komandan yang menawannya, melainkan berada di bawah
tanggunjawab negaranya. Selama tidak memperole perlindungan secara
nasional maka korban-korban sengketa bersenjata berada di bawah perlin -
dungan intemasional.
Ke en am prinsip hukum jenewa 1949 tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan
pemahaman hukum humaniter intemasional, dalam hubungannya mencegah terjadi
pelanggaran-pelanggaran berat dan pelanggaran HAM selama berlangsungnya konflik
berenjata internasional maupun non internasional.
2. Sasaran atau adressat dari diseminasi Hukum Humaniter
Berdasarkan pacta ketentuan da1am keempat Konvensi Jenewa 1949 sebagaimana
dikutip di atas, maka yang menjadi adressat dan penyebarluasan Hukum Humaniter
lntemasional meliputi :
1. Angkatan Bersenjata ;
2. Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional;
3. Berbagai Instansi Pemerintah yang bersangkutan
4. Universitas
5. Personi! bagian medis
6. Sekolah Dasar dan Menengah;
7. Media Massa
8. Masyarakat Umum.
Sasaran daTi penyebarluasan hukum humaniter intemas1onal tersebut, tidak hanya
terbatas pacta kalangan militer saja, namun menjangkau masyarakat luas. Hal ini
didasarkan pada pemikiran bahwa dalam setiap konflik bersenjata tidak hanya melibatkan
pasukan tern pur sa.ia. naum juga petugas medis yang bertugas mernberikan pertolongan
dan juga rnasyarakat urnurn atau penduduk sipll yang rnenjadl korban daTi setjap kontlik
bersenjata. Penuyebarluasan hukum humaniter intemasional ini dimaksudkan agar
mereka yang menjadi korban mengetahul hak dan kewajibannya selama berlangsungnya
konflik bersenjata.
Selanjutnya penyebarluasan ini dapat dilakukan sejak masa damai, ,mengingat
setiap saat dapat terjadi konflik bersenjata yang tidak pernah diduga sebelumnya, ingat
penyerangan lrak ke Kuwait atau invasi mititer Amerika Serikat ke Aganisthan, dan
rencama penyerangan Amerika Serikat ke Irak. Kondisi-kondisi tersebut memang tidak
diharapkan,namun dapat terjadi sewaktu-waktu bersamaan dengan perubahan politik luar
negeri suatu negara.
III. KESIMPULAN:
Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut ill atas, maka dapatlah disitnpulkan
bahwa:
Penyebar luasan hukum human iter tidak perlu harus menghapalkan Pasal-
rasa! dalatrl Konvensi Jenewa 1949 ataupun Konvensi Den Haag 1907 maupun
ketentuan dalam Protokoi Tambahan dan 11-1977, namun cukup dengan
pemahaman asas-asas atau prinsip-prinsip tundamental yang mendasari
Hal dimaksudkan untukberlakunya ketentuan hukwn hwnaniter. 1m
memudahkan melakukan desiminasi hukum human;tersetiap negara
intemasional'
2 disemmasi hukum human iter internasional tidakSasaran atau adressat
terbatas pacta kalangan militer saja, namun mencakup masyarakat luas.
Mengjngat agar mereka mengetahui hak dan kewajjbannya sebagai korban
akibat terjadinya kkonflik bersenjata.
DAFTARBACAAN:
Anzoiini, Ciaudia, Peiaksanaan Hukum Humaniter lntemasionai daiam Course
Materials on {ntenational Humanitarian Law, Pusat Studi Hukum
Humaniter -lCl<.C
Mochtar Kusumaatmad.I3c, Konvensl-Konvensl Palang Merah 1949, Bandung Bina Cipta
1984
Pictet Jeans, '['he Geneva Convention and the Law of War, Martmus NIJhofPubJisher,
Geneva 1.968
Pennanasari, Arlina, dkk, Pengantar Hut um Humaniter, [CRC Jakarta 2000
